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PUTUSAN
Nomor 3074/Pdt.G/2020/PA.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Januari 1996,
agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 Januari 1991, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,
semula di Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui
alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia., Sekarang
tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Agustus 2020
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor #0001# tanggal 31 Agustus 2020
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah
menurut agama Islam pada tanggal 09 April 2017, dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon
Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor : 0136/20/I\V/2017 tanggal 09 April 2017;
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2, Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut,
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya
suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan
Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan
sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak l,yang saat ini tinggal
dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan April
2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat,namun tidak layak;

b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

c. Tergugat tidak mengakui anaknya dan tidak perhatian;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya
damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan
April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan
selama pergi Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah
rumah selama 1 tahun 4 bulan, dan selama pisah Penggugat sudah
berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak,
baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan
agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan :

a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu, main perempuan
sehingga dapat mempengaruhi anak-anak menjadi pribadi yang tidak
baik;

b. Tergugat tidak punya perhatian kepada anak sehingga sangat
memungkinkan anak-anak ditelantarkan oleh Tergugat;
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7. Bahwa oleh karena seorang anak tersebut masih dibawah umur
anak dalam asuhan Penggugat tentu masih sangat bergantung
kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya,
maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang
hak asuh/anak hadlanah dari anak tersebut yang bernama Anak
I,saat ini sudah diasuh oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul
akibat gugatan Penggugat tersebut
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak
hadlonah seorang anak yang bernama Anak I, diberikan oleh
Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan (relaas) tanggal tanggal 09 September 2020 dan tanggal
09 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-
dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Nomor
0136/20/1V/2017 Tanggal 19 April 2017 yang dikeluarkan oleh
PPN pada KUA Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama
Penggugat Nomor: | I Tangoal 17 Oktober
2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak |
Nomor:3515-LT-01112018-0038 Tanggal 01 November 2018
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten
Sidoarjo, Nomor 0136/20/IV/2017 Tanggal 19 April 2017 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4, Fotokopi Surat Keterangan Nomor
488/438.7.14.18/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Yang
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dikeluarkan dari Kepala Desa Kedungsugo Kecamatan
Prambon Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:
1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Sidoarjo,
Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan bernama Anak |
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat memberi
nafkah kepada Penggugat,namun tidak layak, Tergugat menjalin
hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mengakui
anaknya dan tidak perhatian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, dan selama itu
pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan
tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui
lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari
dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak
sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. Saksi Il, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Sidoarjo,
Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal, Put. No. 3074/Pdt.G/2020/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan bernama Anak |

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan Tergugat memberi
nafkah kepada Penggugat,namun tidak layak, Tergugat menjalin
hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak mengakui
anaknya dan tidak perhatian;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, dan selama itu
pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan
tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugatpun sudah tidak diketahui
lagi keberadaannya, meskipun pihak keluarga sudah mencari
dan juga tidak ada kabar berita sama sekali;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak
sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap
pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat
tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah
bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan
dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) tanggal tanggal 09 September 2020 dan tanggal 09 Oktober 2020
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1)
HIR, vyaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal
tersebut sejalan dengan pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang
artinya berbunyi :

A ga Y allis 568 g a8 Cpalisall alfs e pfla ) o0

artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang
dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah | halaman 164
menyebutkan bahwa :

iy ade —5lS O Pl oS all \5'1.:« il

artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-
bukti”
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Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan
gugatan cerai gugat adalah disebabkan dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sejak bulanbulan April Tahun 2019 sudah mulai tidak
harmonis disebabkan Tergugat memberi nafkah kepada
Penggugat,namun tidak layak, Tergugat menjalin hubungan dengan
perempuan lain dan Tergugat tidak mengakui anaknya dan tidak
perhatian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1)
HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatan
cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P3 serta 2
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya
perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan
di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat
tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil pembuktian;
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Menimbang, bahwa bukti P4 adalah fotokopi Surat
Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsugo
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo bermeterai cukup, di-nazegelen,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu bukti bukti tersebut
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165
HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat
dan Tergugat yakni Saksi | dan Saksi Il dimana dalam memberikan
keterangannya telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH
Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya
saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta
kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan
pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, dan P.3, serta
keretangan saksi-saksi Penggugat, maka telah terbukti fakta sebagai
berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri bernama
Anak |
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus sejak bulanbulan April Tahun 2019

3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat

memberi nafkah kepada Penggugat,namun tidak layak, Tergugat

menjalin  hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat tidak

mengakui anaknya dan tidak perhatian;

4. Bahwa sejak bulanbulan April Tahun 2019 Penggugat dan

Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang

baik, sehingga berpisah hingga sekarang ini telah berjalan 1 tahun 4

bulan

5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tempat tinggal/ranjang

tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan

bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan

untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik,

dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah

tempat tinggal sejak 1 tahun 4 bulan

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang
telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan
kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk
Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh
wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga
komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang
demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan
menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi
kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam
kaidah fighiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan
daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak
asuh atas anak bernama, Anak I, tanggal lahir 08 April 2018, oleh karena
Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan ada pada
Penggugat dengan catatan Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan
memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pula berdasarkan
keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa selama Penggugat dan
Tergugat berpisah sampai saat ini anak tersebut telah diasuh dengan baik
oleh Penggugat dengan dibantu oleh Orangtua Penggugat dan saudara
perempuan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti
bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak bernama bernama, Anak I, tanggal lahir 08 April 2018 dan
terbukti pula bahwa anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-
undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab
Kitab Bajuri juz Il halaman 195 :

diiian: Bal gf g Lgte aly dia g ) Jal) 35U 13

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia

mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu,
isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.
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Maka gugatan Penggugat mengenai hak hadlonah terhadap anak
bernama, Anak I, tanggal lahir 08 April 2018 ditetapkan ada pada
Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan
anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua
orang tua putus, oleh karenanya maka meskipun hak asuh terhadap anak
bernama, Anak I, tanggal lahir 08 April 2018 ditetapkan ada pada
Penggugat, Tergugat tetap diberi hak untuk menjenguk dan memberikan
kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Kitab Al Anwar juz Il halaman 55 :

Bl Gl Sl Bb gl Jly ) g gy Ol

artinya: “Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi
atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan
pembuktian”;
2. Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai
berikut:

U5 o el dag il s LA W gen cas 1M
I\-ﬂLsJI\:I.ﬁ1 O .'."J.u:.‘r.h {=1 K] - g ._aln.h.l‘:},r i c-]..'u_:}”
El_.'l'.:'l In__'l ‘,";'Pj 1 ';'Pj 1 ._‘_ t\ n}‘r] ;J-':’

artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan

E.a'nirﬂ =g

keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan
suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka
boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum

gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat
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memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak |, tanggal lahir 08 April

2018 di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban

memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan

anak tersebut;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 525.000,- (Lima ratus dua puluh

lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari
2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah,
oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.H.,
M.H. dan Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Hj. Nuraeni, S.H., M.H. Drs. Akhmad Khoiron

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,-
Biaya Proses Rp 75.000,-
Panggilan Rp 380.000,-
PNBP relaas pertama Rp 20.000,-
Redaksi Rp 10.000,-
Meterali Rp 10.000,-
Jumlah Rp 525.000,-

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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